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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Dalam 

makna yang lebih luas, hukum perceraian merupakan bidang hukum 

keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan 

yang merupakan bagian dari hukum perdata. 

Pemahaman bahwa hukum perceraian adalah bidang hukum 

keperdataan, selaras dengan pengertian hukum perkawinan yang 

dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori, yaitu hukum perkawinan sebagai 

bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang 

mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua 

pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup 

bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan 

dalam undang-undang.
1
 

Mohd. Idris Ramulyo membenarkan bahwa dipandang dari segi 

hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan 

dalam Alquran surah Annisa’ ayat 21, yaitu:  

                               

                                                           
1
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), 

(Yogyakarta:UII Press, 2011),1. 
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Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

Perjanjian yang kuat. 

 

Pada esensinya perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, yang 

disebut dengan istilah mi<tha<qan ghali<z{an. Selain itu, sebagai alasan 

untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah 

karena adanya: pertama, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur 

terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu: dan 

kedua, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah 

diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh 

(pembatalan ikatan pernikahan), syikak (perselisihan), dan sebagainya.
2
 

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disingkat UU Nomor 1 Tahun 1974) yang memuat pengertian 

yuridis “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Sedangkan menurut hukum Islam selain untuk memenuhi kebutuhan 

hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga 

dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di 

dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangandan 

                                                           
2
 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:PT. Bumi Aksara,2004), 16. 
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ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan 

masyarakat.
3
 

Namun dalam realitanya sulit diwujudkan, bahkan banyak juga 

terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Keadaan 

perkawinan yang mendasari hubungan suami dan istri dalam keluarga atau 

rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apapun 

juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada 

diteruskan. Ini berarti bahwa meskipun perkawinan adalah perjanjian yang 

sangat kuat (mi<tha<qan ghali<z}an) yang mengikat lahir dan batin antara 

suami dan istri, namun ikatan perkawinan itu dapat putus jika suami dan istri 

memutuskannya, karena satu diantara tiga karakter perjanjian dalam 

perkawinan sebagaimana diuraikan di atas adalah kedua belah pihak (laki-laki 

dan perempuan) yang mengikat perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian 

itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga 

sering dijumpai orang (suami-istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain 

ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus 

diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau 

karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara 

                                                           
3
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 

11. 
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keduanya (suami-istri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan 

berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).
4
 

Perceraian menurut hukum agama Islam yang telah dipositifkan 

dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan telah  dijabarkan 

dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 

36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP 

Nomor  9 Tahun 1975), mencakup : pertama, “cerai talak”, yaitu perceraian 

yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada 

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat 

hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang 

Pengadilan Agama. Kedua, “cerai gugat” yaitu perceraian yang diajukan 

gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang 

dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya 

putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5
 

Mengenai perceraian dengan cara talak dapat pula dikemukakan 

beberapa hal seperti di bawah ini: 

a. Seorang suami diakui menurut hukum mempunyai hak talak yaitu 

berdasarkan beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak kepada 

istrinya. 

b. Asal hukum talak itu adalah haram kemudian karena illahnya maka, 

hukum talak itu menjadi halal atau mubah atau kebolehan. 

                                                           
4
 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam  ...,  233.  

5
 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam ..., 101. 
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Alquran berulang kali menyebut kata-kata talak dengan pembatasan-

pembatasannya. Dengan demikian menurut Alquran suami boleh menalak 

apabila terdapat sebab-sebab yang menghalalkannya. Tetapi walaupun sudah 

dinyatakan halal tetap merupakan hal yang tidak disenangi Tuhan dan Rasul. 

Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk 

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu 

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
6
 

Proses hukum cerai talak di Pengadilan Agama diuraikan secara 

teknis yuridis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : KMA/032/SK/1V/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020), 

diantaranya adapun mengenai ex officio yaitu : 

1. Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah 

idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat 

nusyu (membangkang), dan menetapkan kewajiban mutah (Pasal 41 huruf 

c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b 

Kompilasi Hukum Islam). 

2. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin 

berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan 

mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata per bulan untuk dijadikan 

                                                           
6
 Ibid., 24.  
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dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mutah, nafkah mad{iyah 

(materi) dan nafkah idah. 

3. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, 

penetapan mutah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, 

tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. 

Mutahwajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan 

mahar bagi istri ba‘da dukhu<l dan perceraian atas kehendak suami. 

Besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami 

(Pasal 158 dan 160 KHI).
7
 

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh 

hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian 

menimbulkan akibat putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat 

hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut : 

a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

                                                           
7
 Muhammad Syaifuddin, et al., Hukum Perceraian,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 254. 
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c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri. 

Dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih dari yang 

diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-

Undang Perkawinan. Seperti dalam hal nafkah, dalam kitab-kitab fikih 

pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena 

nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu aqad antara seorang pria 

dengan seorang wanita (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga 

atau keluarga). Wahbah al- Zuhaili “menjelaskan pengertian nafkah yaitu 

mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, 

pakaian dan tempat tinggal. Ini berkaitan juga dengan akibat hukum dari 

perceraian”.  

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 

memberikan mutah. Nafkah mutah adalah pemberian suami kepada istri yang 

diceraikannya sebagai kompensasi.
8
 Suami yang menjatuhkan talak kepada 

istrinya hendaklah memberikan mutah (memberikan untuk menggembirakan 

hati) pada bekas istrinya itu. Mutah itu boleh berupa pakaian, barang-barang 

atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
9
 Sebagaimana 

Firman Allah dalam Alquran surah Albaqarah ayat 241 tentang pemberian 

mutah kepada istri: 

                                                           
8
 Marwa El Sheera, “Fiqih Munakahat (Nafkah Kiswah dan Tempat Tinggal)”, dalam 

http://Justmine el Sheera/Fiqih Munakahat/(Nafkah Kiswah dan Tempat Tinggal).html, diakses 

pada 2 Juli 2012.  
9
 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam..., 115. 

http://justmine/
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Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mutah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 

orang-orang yang bertakwa.
10

 

 

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam 

lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai 

kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama 

islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.
11

 Dan Hakim Peradilan 

Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata islam yang 

menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara 

Peradilan Agama.
12

 

Terkait dengan hal tersebut, seorang hakim mempunyai (ex officio) 

dimana dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim dapat keluar dari 

aturan baku selama ada argumen logis dan sesuai aturan Undang-undang. 

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di Pengadilan saat ini para hakim 

ada yang tidak menggunakan hak ex officio tersebut dan ada yang 

menggunakannya. Adapun ketika terjadi perceraian mantan istri tidak 

menggugat pada pengadilan merekapun juga tidak mendapatkan nafkah pasca 

perceraian seperti nafkah mutah.  

                                                           
10

 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sahifa, 2014), 39. 
11

 Cik Hasan Bisiri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 7. 
12

 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996), 29. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut yang melatarbelakangi penulis 

mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul 

“Hak Ex Officio Hakim tentang Nafkah Mutah dalam Perkara Cerai Talak  di 

Pengadilan Agama Surabaya.” 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

Setelah menjelaskan latar belakang masalah yang sudah 

dipaparkan di atas, selanjutnya bisa diidentifikasi masalah penelitian 

sebagai berikut : 

a. Hak ex officio hakim 

b. Hak ex officio hakim tentang nafkah mutah 

c. Hak ex officio hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama 

2. Batasan masalah 

Dalam sebuah penelitian, tidak mudah untuk meneliti semua 

permasalahan, maka dari itu peneliti dalam setiap penelitiannya perlu 

membatasi masalah yang akan diteliti. Jadi dengan adanya batasan 

masalah, maka yang diteliti adalah hanya masalah-masalah tertentu saja. 

Adapun masalah-masalah yang akan diteliti pada penelitian ini 

yaitu: 

1. Hak ex officio hakim tentang mutah 

2. Hak ex officio hakim tentang mutah dalam perkara cerai talak di 

Pengadilan Agama Surabaya 
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C. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan penegasan tentang hal-hal spesifik 

yang akan dikaji oleh peneliti. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut 

di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya 

menggunakan atau tidak menggunakan hak ex officionya ? 

2. Bagaimana hak ex officio hakim tentang nafkah mutah dalam perkara 

cerai talak yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Surabaya ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengetahui originalitas karya 

dalam penelitian-penelitian terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan surut 

untuk selalu berbeda dengan tulisan-tulisan yang lain. Dan penelitian ini 

adalah penelitian lanjutan dari skripsi terdahulu. Adapun skripsi yang 

membahas tentang ex officio Hakim yaitu:  

1. Skripsi yang ditulis oleh Devi Nurfiyah dengan judul “Analisis Yuridis 

terhadap tidak diterapkannya Kewenangan Ex Officio Hakim tentang 

Nafkah Selama Idah dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor: 

1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg”. Dalam skripsi ini pertimbangan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Malang  tidak menerapkan kewenangan ex 

officio Hakim adalah karena tidak ada tuntutan dari pihak istri 
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(termohon). Setelah dianalisis secara yuridis tidak diterapkannya 

kewenangan ex officio Hakim tentang nafkah selama idah dalam perkara 

cerai talak ini, tidak sesuai dengan KHI pasal 149 huruf (b) dan 

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang pemberlakuan buku II 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 

2010).
13

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Aslikhatul Laili yang berjudul “Analisis Atas 

Putusan PA Jombang No. 1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak Ex 

Officio Hakim dalam Memberikan Nafkah Idah Istri yang Nusyu”. Dalam 

skripsi ini, hakim telah menggunakan hak ex officio, sedangkan dasar 

pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara ini adalah pasal 

149 ayat (b) KHI tentang pemberian nafkah iddah dan pasal 41 ayat (c) 

UU No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya suami wajib memberikan biaya 

penghidupan kepada mantan istri meskipun istri tidak mengajukan 

rekonvensi.
14

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Atik Asroriyah dengan judul “Penerapan Asas 

Ultra Petitum Partium Kaitannya dengan Hak Ex Officio Hakim terhadap 

Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo dan Kota 

Malang”. Dalam skripsi ini penerapan asas ultra petitum partium 

hubungannya dengan hak ex officio hakim diterapkan bersifat kasuistik 

                                                           
13

Devi Nurfiyah, “Analisis Yuridis terhadap tidak Diterapkannya Kewenangan Ex Officio Hakim 

tentang Nafkah Selama Iddah dalam Perkara Cerai Talak: Studi Putusan No. 

1110/Pdt.G/2013/PA.Mlg” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
14

Aslikhatul Laili, “ Analisis Atas Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 

1540/Pdt.G/2012/PA.Jbg tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Memberikan Nafkah Iddah Istri 

yang Nusyuz” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013). 
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atau tergantung kasus yang ada. Jadi jika hakim menganggap 

perlumenggunakan hak ex officio, maka harus  diterapkan, jika tidak maka 

berlandaskan asas ultra petitum partium.
15

 

Berdasarkan penelusuran pada karya tulis tersebut, maka penelitian 

yang hendak dilakukan ini belum ada yang meneliti sebelumnya. Penelitian 

ini lebih mengkaji tentang seberapa jauh hakim menggunakan hak ex 

officionya di dalam memutuskan nafkah mutah bagi istri dalam perkara cerai 

talak di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam kewenangan ex officio itu, 

Hakim terkadang menggunakan dan tidak menggunakan hak ex officionya 

dalam memutuskan nafkah mutah dalam cerai talak, sehingga menurut 

penulis judul tentang “Hak Ex Officio Hakim tentang Nafkah Mutah dalam 

Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya”, ini layak untuk diteliti 

lebih lanjut. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, 

pembahasan ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui dasar pertimbangan atau alasan hakim Pengadilan Agama 

Surabaya ketika menggunakan atau tidak menggunakan hak ex officionya. 
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 Atik Asroriyah, “ Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Kaitannya dengan Hak Ex Officio 

Hakim terhadap Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik, Sidoarjo, dan Kota Malang” 

(Skripsi –UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004). 
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2. Mengetahui cara hakim menggunakan hak ex officio dalam mengadili 

nafkah mutah bagi istri pada perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan 

Agama Surabaya. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini ialah : 

1. Secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai 

ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata dalam lingkungan 

Pengadilan Agama yaitu mengenai hak ex officio hakim dalam 

menangani nafkah mutah istri pada perkara cerai talak. 

2. Secara praktis  

Berguna untuk hakim sebagai penegak keadilan agar dalam 

menangani dan melaksanakan tugasnya dengan kompeten didalam 

Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Surabaya. Begitu juga berguna 

bagi masyarakat agar mengetahui bagaimana hakim menggunakan hak ex 

officionya dan apakah sudah efektif atau belum dengan hak ex officionya 

dalam mengatasi perkara cerai talak beserta akibat hukumnya yakni 

mengenai nafkah mutah. 

 

G. Definisi Operasional 
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Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai 

dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah-istilah sebagai 

berikut : 

1. Hak ex officio hakim adalah hak yang ada pada hakim yang 

penerapannya dilakukan karena jabatan demi terciptanya keadilan bagi 

masyarakat.
16

 Dalam artian hak atau kewenangan yang diberikan oleh 

undang-undang kepada hakim. 

2. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi 

talak berupa benda atau uang dan lainnya. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Studi ini menggunakan penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengambil data primer 

langsung ke lapangan.
17

 Yaitu meneliti ke Pengadilan Agama Surabaya 

untuk mendapatkan data secara langsung. Karena penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang mana mencari data yang berkenaan 

dengan masalah tertentu kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan 

dan selanjutnya dicari cara penyelesaiannya dengan cara berinteraksi 

dengan pihak yang bersangkutan dalam penelitian.  

2. Sumber data 
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 M. Faisyal Arianto, “Hukum Perdata Islam”, dalam http://Hukum Perdata 

Islam/Penerapan/Asas/Ultra/Petitum/Partium/Terkait/Hak/Ex Officio/Hakim.html, diakses 27 

September 2011. 
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 Mangun Harjono, Pembinaan, Arti, dan Metode, (Yogyakarta:Karnisius, 1986), 101. 

 

http://hukum/
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Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:  

a. Sumber data primer 

1. Hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang keberlakuan dan 

dasar pertimbangan dalam menggunakan hak ex officio Hakim 

serta cara menentukan mutah istri. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber sekunder yaitu sumber data dari bahan yang terkait 

dengan penelitian, mengumpulkan dan meneliti data melalui 

dokumen-dokumen resmi Pengadilan Agama, buku-buku, 

perundang-undangan, jurnal ilmiah, media cetak maupun online 

yang berkaitan dengan masalah yang mempunyai hubungan dengan 

penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian yaitu: 

1) Buku terbitan Sinar Grafika tahun 2013 oleh Muhammad 

Syaifuddin yang berjudul Hukum Perceraian. 

2) Buku terbitan Graha Ilmu tahun 2011 oleh Mardani yang 

berjudul Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern. 

3) Buku terbitan Pustaka Pelajar tahun 1996 oleh Mukti Arto yang 

berjudul Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. 

4) Buku terbitan Prenada Media tahun 2003 oleh Abd. Rahman 

Ghazaly yang berjudul Fikih Munakahat. 

5) Kompilasi Hukum Islam 

6) Karya ilmiah skripsi karya Devi Nurfiyah, Aslikhatul Laili dan 

Atik Asroriyah.  
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3. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Hakim 

di Pengadilan Agama Surabaya mengenai dasar pertimbangan hakim 

dalam menggunakan atau tidak menggunakan hak ex officionya, cara 

hakim menentukan mutah istri dalam perkara cerai talak, seberapa 

efektif hakim menggunakan hak ex officionya, serta hal-hal lain yang 

penting dan berkaitan dengan judul penelitian penulis. Yaitu 

mewawancarai Bapak Khatim Junaidi, S.H., S.Ag, M.HI. dan Drs. 

Mufi Ahmad Baihaqi, MH. Selaku Hakim di Pengadilan Agama 

Surabaya. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan padasubyek penelitian, namun melalui dokumen. 

Dalam penelitian ini yakni dokumen-dokumen yang ada di 

Pengadilan Agama Surabaya yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti sebagai pelengkap penelitian. 

4. Teknik pengolahan data 

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka 

penulis menggunakan teknik berikut untuk mengolah data: 
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a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan. Dengan perkataan lain, editing merupakan pekerjaan 

memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.
18

 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan 

masalah. 

5. Teknik analisis data 

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, 

teknik studi dokumenter selanjutnya dianalisis menggunakan metode 

verifikasiatau penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan yaitu  dengan menilai putusan cerai talak di 

Pengadilan Agama Surabaya yang berkaitan dengan diterapkannya 

kewenangan ex officio Hakim dalam memutuskan atau mengadili perkara 

cerai talak serta akibat yang ditimbulkannya yakni mengenai nafkah 

mutahnya. 

Adapun juga menggunakan pola pikir induktif yaitu menilai 

fakta-fakta  empiris yang ditemukan dan kemudian dicocokkan dengan 

landasan yang ada, dengan memaparkan bagaimana Hakim 

menggunakan hak ex officio dalam mengadili perkara cerai talak serta 

akibat hukumnya berupa nafkah mutah istri, dan menganalisis putusan 

yang menggunakan ex officio hakim. 

                                                           
18

 Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253. 
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I. Sistematika Pembahasan  

Sebagai gambaran tentang skripsi ini maka penulis sajikan 

sistematikanya sebagai berikut : 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat uraian 

tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan landasan teori, pada skripsi ini penulis 

menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Teori ini 

membahas tentang konsep teori hak ex officio hakim berupa pengertian ex 

officio, dasar hukum hak ex officio hakim, dan tinjauan umum tentang nafkah 

mutah dalam perkara cerai talak yang meliputi pengertian serta aturan hukum 

dalam pemberian nafkah mutah. 

Bab ketiga, menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian yang 

meliputi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Surabaya dan 

penerapan hak ex officio hakim pada mutah talak yang terjadi di Pengadilan 

Agama Surabaya. 

Bab keempat, merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi 

tentang hak ex officio hakim terhadap nafkah mutah istri dalam perkara cerai 

talak di Pengadilan Agama Surabaya. 

Bab kelima, merupakan bab penutup dalam penelitian ini yang 

terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 


